PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan an Pasal 94 ayat (8)
Peraturan Daerah Nomor 7 T n 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu netapkan Peraturan Bupati
tentang Tatacara P Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan;

Mengingat } 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia T: 1945;

2. U ng-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Kete Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994
nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

/




10.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan<4, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndeneSiasNomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Talhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah', (Bembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nombr 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Jndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali, diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomigrm6, Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemetintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun$2022 temtang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

UndangfUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6881);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

/I



Menetapkan:

11l

12

13.

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Perataran Daerah Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 “femtahg Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerahy Kabupaten Ogan Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Daerah, Nomor|/ Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi '‘Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogamallic Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATWURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

118
2.

3.
4.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Ilir.

Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa,
Surat  Perintah  Melaksanakan Penyitaan, Surat
Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan
Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah
Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk
penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak
tidak melunasi sebagian atau seluruh utang Pajak
menurut undang-undang dan peraturan daerah.

/A




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Peraturan
Perundang-undangan diberi  kewenangan = untuk
memungut pajak daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerali yangsterutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak meéndapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempun§Jaigzhakidan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuam Peraturan Perundang-undangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnyal, disingkat BPHTB adalah pajak atas
perolehan hakjatas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan, atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolelinya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang pertanahan dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang

dapat dikenakan Pajak.




18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
Tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan qsubjek Pajak atau
Retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan Pajak"atau Retribusi kepada
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan “penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, Objek\Pajak dan/atau bukan Objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Pef@turan ‘Perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahwan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak
Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan sesuai
dengan gketentuan  Peraturan  Perundang-undang
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah

pajak yang masih harus dibayar.
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33.

34.

35.

36.

37.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah yangelanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratifibérapa bunga dan/atau
benda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesaldhan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam™ penerapan ketentuan
tertentu dalam, Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuafi"Pajak\Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Surat ketetapan
Pajak Daerah\Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatans

SuratKéputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak

terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerh Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap surat keputusan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan perhitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

Y
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Penagihan  adalah  serangkaian  tindakan  agar
penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

BAB II
TATACARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

(1)

(5)

(6)

(1)

Pasal 2

Wajib Pajak BPHTB mengurus, Akta,Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Banguman melalui pejabat
pembuat akta tanah/pejabat lelang sesuai ketentuan
Peraturan Perundangan-undangan.

Pejabat pembuat akta \\tehalt atau pejabat lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
penelitian atas objek BPHTB yang haknya akan
dialihkan sepafijang,dianggap perlu.

Pejabat pembuatyakta tanah atau notaris hanya dapat
menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau ‘Bangunan setelah Wajib Pajak BPHTB
menyerahkan Bukti pembayaran BPHTB.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara
hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan
Hak atag Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak
BPHTB menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat
melakukan pendaftaran hak atas tanah atau
pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB,
Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek
BPHTB.

Pasal 3

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak BPHTB, sebelum menandatangani akta
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
dan

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan
Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

()

berikutnya.

Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara

wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluhjbulan berikutnya.

Badan Pendapatan Daerah memberikan sanksi denda
kepada pejabat pembuat akta“tafiah,atau notaris dan
kepala kantor yang membidangifpelayanan pelelangan
sebagaimana dimaksud pada “%ayat (1) dengan
menerbitkan surat tagiham, sanksi denda dan dapat
melakukan penundaan validas? SSPD BPHTB sebelum
sanksi denda dibagarkan.

Sanksi administragif berupa denda sebagaimana

dimaksud pad@ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah pada

bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Penyetord, sanksi administratif berupa denda

sebagaimana, dimaksud pada ayat (5) menggunakan

surat setoran kas daerah.

Surat setoran sanksi administratif berupa denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh

pengelolé atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan Kepala

Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dalam

Pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas

Tanah dan/atau Bangunan membuat laporan yang

ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan

Pendapatan Daerah.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara:

a. langsung;

b. media elektronik; dan

c. jasa pengiriman barang.

Bukti penyampaian laporan dari Pejabat Pembuat Akta

Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi

pelayanan lelang negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) didasarkan pada:

a. secara langsung berupa bukti penerimaan;

b. media elektronik berupa sistem aplikasi dan email,;
dan

c. jasa pengiriman berupa nota atau resi pengiriman.

/i



(4)

(6)

(7)

(10)

(1)

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat
digunakan untuk kepentingan :

a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);

b. pelaporan mutasi subjek dan Objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau
berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta
perolehan/ pengalihan/ pembebanan hak atas tanah
dan/atau bangunan atau hak milik atas satuan rumah
susun.
Dalam hal melaporkan pembuatanjakta pemberian Hak
Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, maka nilai tanggungamstidak dilaporkan.
Dalam hal membuat akta hibah, sebagai pelaksanaan
hibah wasiat, Pejabat Pembuat “Akta Tanah dapat
menandatangani akta {pémindahan hak atas tanah
dan/atau berikut bangufian” setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang
pajak, maka{"Pegjabat Pembuat Akta Tanah dapat
menandatanganiy akta tanpa harus diserahkan bukti
pembayafan pajakierlebih dahulu.
Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan
kepala kantoriyang membidangi pelayanan lelang negara
secara terus menerus tidak melaporkan dan tidak
menyetorkan sanksi administratif berupa denda maka
pengelela atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan
fungsinya melakukan tindakan.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:

a. melakukan penghentian pelayanan kepada pejabat

pembuat akta tanah atau notaris dan kepala kantor
yang membidangi pelayanan lelang negara sebelum
menyelesaikan laporan atau menyetorkan sanksi
administratif berupa denda;

b. melakukan penagihan dengan menerbitkan surat

teguran; dan

c. melakukan pemeriksaan.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dapat menggunakan kertas A3 (double folio) dan/atau
kertas F4 (folio)/ dan/ atau A4.

Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap membuat dan
menyampaikan laporan dengan keterangan NIHIL.

/A




(1)

(2)

()

(2)

(3)

(4)
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Pasal 6

Badan Pendapatan Daerah bertugas :

a. melakukan pemantauan dan penelitian tentang
kebenaran, kelengkapan, isi dan tertib penyampaian
laporan bulanan pembuatan akta atau risalah lelang
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;

b. melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
berdasarkan laporan bulanan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang
membidangi pelayanan lelang negara;

c. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban

pembayaran Pajak sehubungan dengan
perolehan/pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan;

d. melakukan kerjasama dengan Kanter Pertanahan; dan
e. memberikan sanksi administratif,terhadap Pejabat
Pembuat Akta Tanah atau Netaris yang melanggar
kewajiban pelaporan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-unidangan.
Dalam hal laporan sebagaimé@na’dimaksud dalam Pasal 4
tidak disampaikan, kepada Bupati melalui Kepala Badan
Pendapatan Daerahy Kepala Badan Pendapatan Daerah
memberikan stifatstegran kepada Pejabat Pembuat Akta
Tanah atau Notasis dan kepada Kepala Kantor Pelayanan
KekayaarfiNegara dan Lelang.

Bagian Kedua
Pendaftaran SSPD BPHTB

Pasal 7

Wajib Pajak mendaftarkan BPHTB dengan mengisi SSPD

BPHTB secara jelas dan benar.

Wajib Pajak BPHTB menghitung, mengisi, dan

menandatangani SSPD BPHTB serta membayar sendiri

BPHTB terutang pada bank atau tempat lain yang

ditunjuk.

Dalam  pendaftaran SSPD BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah

dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan

atau Pejabat pembuat akta tanah/notaris atau Kepala

Kantor yang membidangi Ilelang negara untuk

menandatangani SSPD BPHTB.

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. NJOP;

b. harga transaksi/nilai pasar;

c.  jumlah pajak yang terutang;

d. alamat Objek Pajak;

e identitas Wajib Pajak beserta Nomor Induk
Kependudukan (NIK)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
bagi Wajib Pajak yang berbadan hukum;

/A
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f. jenis Perolehan; dan

g. titik Koordinat.

Dalam pendaftaran SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Badan Pendapatan Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka
validasi data Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai Formulir SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 8

Wajib Pajak BPHTB atau ‘kuasanya melakukan
pembayaran BPHTB terutang déngan menggunakan
SSPD BPHTB.

Pembayaran sebagaimanag difhaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Wajib Pajak BPHTB atau kuasanya
melalui bank ataw, tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati.

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan “melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada
waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berapa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari
Pajakitérutang yang tidak atau kurang dibayar atau
disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STPD.

Atas kesalahan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak
BPHTB dapat mengajukan permohonan pengembalian
pembayaran BPHTB kepada Bupati atau Kepala Badan
Pendapatan Daerah.

Pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disebabkan adanya pembatalan jual beli
dan/atau kekeliruan penetapan penghitungan lebih dan
kurang bayar BPHTB, dimana pembayarannya telah
disetorkan ke kas Daerah, dengan melampirkan:

a. surat permohonan  pengembalian pembatalan
dan/atau kekeliruan pembayaran BPHTB dari wajib
BPHTB;

SSPD BPHTB asli;

bukti pembayaran/setoran BPHTB dari Bank;
fotokopi KTP wajib BPHTB;

fotocopy nomor rekening Bank; dan

surat kuasa apabila dikuasakan.

mopo0 o
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Prosedur kekeliruan penetapan BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dengan menerbitkan SKPDLB
dan SKPDKB oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Keempat
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 9
Penelitian permohonan SSPD BPHTB dilakukan oleh

Badan Pendapatan Daerah.
Penelitian dokumen permohonan SSPD BPHTB meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD
BPHTB;
b.  kesesuaian nomor Objek Pajak yang dicantumkan

dalam SSPD BPHTB dengamy Nomor Objek Pajak
yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti
pembayaran PBB-P2 lairinya*daiypada basis data
PBB-P2; |

o kesesuaian NJOP bumi per “meter persegi yang
dicantumkan dalamm™“SSPD BPHTB dengan NJOP
bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

d. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang
dicantumkan %dalam "SSPD BPHTB dengan NJOP
bangundfi“per, meter persegi pada basis data PBB-
P2;

e. kebénaran pemnghitungan BPHTB yang meliputi:

1. nilajyperolehan Objek Pajak;

2. NJOP}

3. nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak;
4. pengenaan atas Objek Pajak tertentu; dan
$¢4BPHTB terutang atau yang harus dibayar.

f. kebenaran penghitungan BPHTB yang akan
disetor, termasuk besarnya pengurangan yang
dihitung sendiri;

g. kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentu yang
dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk
kriteria  pengecualian objek BPHTB  bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;

h. SSPD BPHTB harus sudah ditandatangani oleh
pemohon dan pihak terkait; dan

i. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf e meliputi perolehan hak karena waris dan

hibah wasiat.

Jangka waktu penyelesaian penelitian SSPD BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling

lama 1 (Satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas
secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

Dalam hal proses Penelitian dokumen permohonan SSPD

BPHTB perlu dilakukan Penelitian lapangan maka proses

Penelitian dokumen permohonan SSPD BPHTB

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB.

/ot
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Berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) jumlah Pajak yang disetorkan
lebih kecil dari jumlah Pajak Yang Terutang, Wajib Pajak
wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Nilai perolehan Objek Pajak dalam jual beli adalah harga
transaksi, apabila harga transaksi sulit diketahui maka
Penelitian dokumen permohonan SSPD BPHTB

mempertimbangkan:

a. NJOP pada tahun berkenaan;

b. Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati
tentang harga dasar tanah;

g, nilai transaksi yang sudah terjadi di
wilayah /daerah berkenaan pada tahun berkenaan;
dan

d. informasi data harga transaksi hasil Penelitian
lapangan.

Pasal 10

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% {lima persen).
Besaran BPHTB yang ‘tefutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak dengan”dasar pengenaan Pajak
setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak tidak kena
Pajak.

Dasar pengerd@an,, Pajak untuk BPHTB adalah nilai

perolehan ObjekiPajak.

Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi:

a. harga tramsaksi untuk jual beli.

b, nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau
badlan hukum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan
hak, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah
lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak dikenakan

1 (satu) kali berdasarkan nomor induk kependudukan

untuk setiap Wajib Pajak selain hibah wasiat dan waris.

Hak Guna Usaha yang diterbitkan sebelum

diberlakukannya BPHTB (1 Juli 1998), pada saat

melakukan perpanjangan dan/atau pembaharuan dapat
dikenakan BPHTB.

Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena pajak

ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh

juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di

wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima

/
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orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan
Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kelima

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas

(1)

(2)

(2)

(1)

Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 11

Wajib BPHTB atau kuasanya melakukan pendaftaran
pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke
kantor pertanahan.

Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama
dengan kantor pertanahan “di"™=Bagsah pada saat
pendaftaran peralilhan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan terdapat indikasi terjadinya kesalahan
penghitungan/ data/ subjek/ objek/ pemalsuan bukti
Surat Setoran Pajak Daeralt BPHTB atau kurang bayar
terhadap Pajak Daerah BPHTB.

Bagiafi'Keenam
Pelaporan Penetimaan BPHTB

Rasal 12

Pelaporan BPHTB dilakukan oleh Pejabat yang
melaksanakan fungsi pelaporan.

Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari pendapatan asli
daerah.

Bagian Ketujuh
Penagihan

Pasal 13

Pengelola atau pejabat yang membidangi penagihan

dapat menerbitkan STPD dalam hal:

a. hasil penelitian SSPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran; dan

&. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang

L
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bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, berupa pokok pajak yang kurang
bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif
berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 14

Prosedur penagihan dilakukan umtuk menagih BPHTB
terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Prosedur penagihan sebagaimana“dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau
SKPDKB BPHTB dan/atau SKPDKBYT.

Pajak yang terutang ‘bémdasarkan SSPD, SKPDKB.
SKPDKBT, STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa
setelah sebeluffinya,diberikan teguran.

Surat teguran $ebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan@sebanyaky3 (tiga) kali dengan memperhatikan:
a. surat teguran pertama selama 7 (tujuh) hari kerja;

b. surat teguran kedua selama 7 (tujuh) hari kerja
setelah habis masa surat teguran pertama; dan
C. surat teguran ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja

sefelah habis masa surat teguran kedua.
Pasal 15

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus

tanpa menunggu pembayaran apabila :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
memindahtangankan barang yang dimiliki atau
dikuasai dalam rangka ~ menghentikan atau
mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan
yang dilakukan di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak akan membubarkan Badan
usahanya atau memindahkan perusahaan yang
dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan
dalam bentuk lain;

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; dan

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat

tanda-tanda kepailitan.
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Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. besar utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan utang Pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
Pelaksanaan Penagihan Seketika dan  Sekaligus,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 16

Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN Y¥YANG MAHA ESA"
mempunyai kekuatan eksekutorialy dan kedudukan
hukum yang sama dengan keput@san pengadilan yang
telah mernpunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa sebagaimana dimaksudbdalam Pasal 14 ayat
(3) paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak;

b. dasar Penagihan;

c. besarnya utang Pajak; dan

d. perintah urif@iksimcmbayar.

Pasal 1%

Pajak yang teputang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatany dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
bayarfeleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan
kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat
lainya yang sejenis;

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus;

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak; atau

d. apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran atau surat lain yang

/
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Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan apabila
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya
sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 19

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang
sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat
Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila jumlah pajak yang masih harusydibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam
sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita
Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.

(1)

(2)

(3)

(2)

PaSah2l

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
melunasi hiitang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sgjak tanggal diterima Surat Perintah
Mglaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita
Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang
Negaragintuk melaksanakan lelang atas barang yang
disita.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
Wajib Pajak.

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang
pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya
dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan

namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak BPHTB, maka

Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan upaya

penagihan lain.

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. pemanggilan Wajib Pajak; dan

b. pemasangan stiker atau plang atau spanduk atau
media lainnya pada Objek Pajak atau tempat usaha
Wajib Pajak yang menggambarkan Wajib Pajak tidak

taat pajak.
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Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berupa undangan kepada Wajib Pajak
yang dilakukan sebelum atau setelah teguran
disampaikan.

Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan
Daerah atau instansi lain yang bekerja sama dengan
Pemerintah Daerah.

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilakukan setelah teguran ketiga diterima
oleh Wajib Pajak.

Pelaksanaan pemasangan stiker atau plang atau
spanduk atau media lainnya sebagamaina dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan perangkat daerah
dan/atau instansi lain di Daerah.

Barang siapa melakukan pengrusakan terhadap Stiker
atau Plang atau Spanduk yang dipasang oleh Badan
Pendapatan Daerah sebagaimand“dimaksud dalam ayat
(2), akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan
perundang-undangan.

BAB III

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

(1)

(3)

(5)

Bagiafi"Kesatu
KedaluwarsaPenagihan

Basal 23

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi
kedaluwapsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan.
Kedaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa;
atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa  Penagihan  dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten.
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

/i
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Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
kedaluwarsa Penagihan  dihitung sejak tanggal
pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 24

Piutang BPHTB yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

Penghapusan piutang BPHTB yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Piutang pajak yang tidak mungkin ‘ditagih lagi namun

belum kadaluwarsa dimasukkan, kédalam daftar piutang

pajak yang akan dihapuskan.

Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi

sebagaimana dimaksud padayayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak tidak dapaf ditemukan atau meninggal
dunia dengan ¢idak meninggalkan harta warisan dan
tidak mempunyai ahli "waris, atau ahli waris tidak
dapat ditemtikan;

b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib%Pajak pailit berdasarkan putusan Pengadilan,
dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi
untuk melanasi hutang pajak;

dq Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan
pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham,
pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator
tidak dapat ditemukan; dan

e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk penghapusan piutang pajak, Badan Pendapatan

Daerah melakukan penelitian administratif atau

lapangan.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang

pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau dokumen

lain yang dipersamakan dan STPD.

Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati.

Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati berdasarkan

Permohonan penghapusan piutang yang disampaikan

oleh Wajib Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah.

Permohonan  penghapusan  piutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jumlah piutang pajak;

c. tahun pajak; dan

oy
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d. alasan penghapusan piutang pajak.

(11) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Berita
Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).

(12) Badan Pendapatan Daerah menyusun daftar usulan
penghapusan piutang berdasarkan berita acara hasil
penelitian.

(13) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kepada Bupati wuntuk mendapatkan
persetujuan dan penetapan penghapusan.

BAB IV
TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan seba@gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh peérorangan dan/atau badan usaha dalam
hal:

a. wajib BBHTB merasa perhitungan BPHTB tidak
sebagaimana mestinya; dan/atau

bg terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan
Peratusan Perundang-undangan.

(3) Pengajuén keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati
melalui Badan Pendapatan Daerah dengan ketentuan:

a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan berlaku
untuk 1 (satu) STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDLB/ SKPDN;

b. pengajuan surat keberatan ditandatangani oleh wajib
BPHTB disertai asli STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/
SKPDLB/ SKPDN yang diajukan keberatan;

c. melampirkan nilai BPHTB yang terutang menurut
penghitungan wajib BPHTB disertai dengan alasan
yang mendukung pengajuan keberatannya; dan

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterimanya STPD kecuali apabila wajib
BPHTB atau kuasanya dapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan
wajib BPHTB dilampiri surat kuasa khusus.

(5) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan
dasar untuk memproses surat keberatan yaitu :

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh wajib BPHTB atau

/)b
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kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal
disampaikan melalui jasa pengiriman dengan bukti
pengiriman surat.

Dalam memeriksa usulan keberatan, Badan Pendapatan

Daerah dapat meminta bukti pendukung berupa:

a. fotokopi identitas wajib BPHTB dan fotokopi identitas
kuasa wajib BPHTB dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan

fotokopi bukti pendukung lainnya.

Dalam hal wajib BPHTB mengajukan keberatan untuk

beberapa surat ketetapan BPHTB dengan objek yang

sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Badan

Pendapatan Daerah.

Dalam hal wajib BPHTB mengajukan keberatan untuk

surat ketetapan BPHTB yang telah dilakukan tindakan

penagihan pajak dengan surat paksasdiselesaikan Kepala

Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pengajuan keberatan yang telah “dilakukan tindakan

penagihan Pajak denganwsurat paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) diajiikafi sebelum 1 (satu) bulan

sejak surat paksa diterbitkan.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah

membayar palifigesedikit sejumlah yang telah disetujui

Wajib Pajak.

Dalam hdl, Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka

waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar

pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat

Keputusan Keberatan.

Pengajudn keberatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Formulir permohonan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat
diproses untuk disetujui.

Setiap pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
untuk membayar BPHTB terutang dan pelaksanaan
penagihannya.

Pasal 27

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

Y
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ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat

melakukan pemeriksaan, meliputi :

a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas dan
hasilnya  dituangkan dalam  laporan  hasil
pemeriksaan; dan

b. dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan,
pejabat yang berwenang dapat memberitahukan
terlebih dahulu kepada Wajib BPHTB secara tertulis
tentang pelaksanaan penelitian di lapangan kepada
wajib BPHTB.

Badan Pendapatan Daerah meneruskan berkas

pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat keberatan.

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayatq(2) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua“belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima,

Keputusan Bupati atau Pejabatyyang ditunjuk atas

keberatan dapat berupa: '

a. menerima  seluruhnyaw, pajak yang terutang
berdasarkan hasil pemeriksadn;

b. menerima sebagian pajak yang terutang berdasarkan
hasil pemeriksaan;

c. menolak p@jak, yang terutang berdasarkan hasil
pemeriksaan dengan pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib BPHTB; atau

d. menambahibesarnya jumlah pajak yang terutang
dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil
pemeriksaan lebih besar dari yang terutang dalam
surat'’keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib BPHTB.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

diterima.

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari

Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari

bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi

administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar

sebelum mengajukan keberatan.
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Bagian Kedua
Banding

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan
melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan
alasan yang jelas.

Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan Pajak.

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggalwpenerbitan Putusan
Banding.

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ‘dehgan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 29

Jika Pengajuankeberatan atau permohonan Banding
dikabulkafa, sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayarany, Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung® sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30%
(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan.

BAB V

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

(1)

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 30

Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan BPHTB
kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah.

/4
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Permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
bahasa indonesia yang ditandatangani oleh Wajib
Pajak;

b. mencantumkan besaran pengurangan Kketetapan
yang dimohonkan pengurangannya disertai alasan
yang mendukung permohonannya;

c. melampirkan fotokopi STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang
dimohonkan pengurangan ketetapan pajak;

d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan,
mengajukan  keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan
kemudian mencabut keberatannya atas STPD,
SPPT/SKPD, SSPD, dalam hal yang diajukan
permohonan pengurangan atauqpenghapusan adalah
sanksi adminstratif atau peéngurangan atau
pembatalan ketetapan yang"mtercantum dalam
STPD,SPPT/SKPD, SSPD; dan

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan secara tertulis dengan memuat nama,

alamat wajib BPHTB dam" alasan yang mendasari

diajukannya pengurangan BPHTB, dengan melampirkan:

a. fotokopi kartu tamda penduduk atau identitas yang
sah dari pefiiohen;

b. fotokopi bukti Kkepemilikan tanah dan/atau
bangunan;

c. SSPD BPHTB yang belum dibayar;

d. dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Pasal 31

Bupati dapat memberikan pengurangan BPHTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu Objek Pajak.

Bupati dapat memberikan pengurangan BPHTB untuk
mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program
prioritas Daerah dan/ atau untuk mendukung kebijakan
pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas
nasional, pengurangan BPHTB untuk mendukung
kebijakan daerah dan nasional tersebut ditetapkan pada
Surat Keputusan Bupati.

Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat
terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau
dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan sebesar:

a. 25% (dua puluh lima persen) bagi:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak
atas tanah dan/atau bangunan rumah
sederhana dan rumah susun sederhana serta
dan rumah sangat sederhana yang diperoleh

il
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langsung oleh pengembang dan dibayar secara
angsuran;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang NJOP bumi
mengalami kenaikan lebih dari 2 (dua) kelas
akibat penyesuaian zona nilai tanah.

50% (lima puluh persen) bagi:

1. Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat Wajib
Pajak badan yang memperoleh hak baru selain
hak pengelolaan dan telah menguasai tanah
dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20
(dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan
surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan
dari Pejabat Pemerintah Kabupaten setempat;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima
hibah dari orang pribadi yang mempunyai
hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus atau sedeérajat ke atas atau
satu derajat ke bawah;

3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
melalui pembelian dari» hasil ganti rugi
pemerintah yang'ilai ganti ruginya di NJOP;

4. Wajib Pajak yangdmemperoleh hak atas tanah
dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi
akan dilakukan "pemeriksaan lapangan oleh
BaddfeRendapatan Daerah;

5. Wajib ‘Rajak orang pribadi golongan Ruang II
(dua) bagi Pegawai Negeri Sipil, golongan/
pangkat Prajurit atau sederajat bagi
TNI/POLRI, yang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan;

6. MWajib Pajak orang pribadi yang memperoleh
hak baru melalui program pemerintah di
bidang pertanahan dan tidak mempunyai
kemampuan secara ekonomis dibuktikan
dengan surat keterangan tidak mampu yang
diketahui oleh Camat dan/ atau penerima
bantuan sosial dari pemerintah; dan

7. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak
mempunyai kemampuan secara ekonomis
dibuktikan dengan surat keterangan tidak
mampu yang diketahui oleh Camat dan/ atau
penerima bantuan sosial dari pemerintah.

75% (tujuh puluh lima persen) bagi:

1. Wajib Pajak orang pribadi veteran, pensiunan
pegawai negeri sipil paling tinggi Golongan
Ruang IV.a, punawirawan TNI/POLRI paling
tinggi pangkat Perwira Pertama, janda/duda-
nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan.

2. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk
kepentingan sosial atau pendidikan yang
semata-mata tidak untuk mencari keuntungan,;

ar
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d. 100% (seratus persen) bagi:

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah
sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan
oleh pemerintah untuk kepentingan umum
yang memerlukan persyaratan khusus; dan

2. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik
Indonesia yang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan dalam rangka
pengadaaan perumahan bagi anggota korps
pegawai republik indonesia/pegawai negeri
sipil.

Pasal 32

(1) Permohonan pengurangan, SPPT/SKPD, SSPD yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimama dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan Pendapatan “harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai
alasan yang mendasari.

(3) Dalam hal gemmehonan pengurangan tidak dapat
dipertimbangkanymaka Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 33

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1), wajib mengajukan permohonan pengurangan pajak
tefutang untuk 1 (satu) SPPT/SKPD, yang .diajukan
dalam jangka waktu:

a. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya SPPT/SKPD;

b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
terjadinya bencana alam atau terjadinya sebab lain
yang luar biasa.

(2) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

(3) Kepala Badan Pendapatan Daerah  melakukan
pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).

(4) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan
Pendapatan Daerah dapat meminta dokumen, data,
dan/atau informasi  yang diperlukan melalui
penyampaian surat permintaan dokumen, data,
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dan/atau informasi lainnya.

Pasal 34

Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah memberi
keputusan atas permohonan pengurangan dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pengurangan diterima setelah dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3).
Dalam hal jangka waktu selama 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan tidak
ada keputusan Bupati atau Kepala Badan Pendapatan
Daerah, maka permohonan pengurangan dianggap
disetujui.

Wajib Pajak melakukan pembayaran, setelah keputusan
persetujuan atau penolakan disetujti.

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 35

Bupati dapat meémberikan keringanan pembayaran
Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :
a. perpanjangan Wbatas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberiany, fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran“Pajak terutang atau Utang Pajak dalam
SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan  Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam
keputusan Bupati yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.
Pemberian  fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak
pada waktunya.
Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
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Pasal 36

Permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan
Pendapatan Daerah disertai dengan alasan dan bukti
yang mendukung permohonan;

b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit
memuat:

1. nama dan alamat Wajib Pajak;

2.jumlah utang Pajak yang dimohonkan
pengangsuran, masa angsuran dan besarnya
angsuran; dan

3.jumlah utang Pajak yang dimehonkan penundaan
pembayaran dan jangka waktu peénundaan; dan

4.1 (satu) surat permohonan “@mtuk, 1 (satu) surat
ketetapan.

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh' Bukan Wajib Pajak harus
dilampiri surat kuasa,;

d. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun
sebelumnya; dan

e. dilampiri fotokepi surat ketetapan yang dimohonkan
keringanan.

Permohonéan keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sebelum jatuh“tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib

Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas

waktu pengajuan tidak dapat dipenuhi karena keadaan

di luarkékuasaannya.

Penyampaian permohonan pengurangan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;

b. tanggal terima surat oleh Badan Pendapatan Daerah,
dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos
atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai formulir permohonan

pengurangan/keringanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) tercantum dalam Lampiran

Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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(2)

(3)
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(1)
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Pasal 37

Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menindaklanjuti
permohonan keringanan Wajib Pajak yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1).

Permohonan  keringanan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga
tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu
paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai
alasan yang mendasari.

Dalam hal permohonan kéringaman, tidak dapat
dipertimbangkan Wajib Pajak % dapat mengajukan
permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

Dalam rangkapemeriksaan permohonan keringanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala
Badan Pefhdapatany Daerah dapat meminta dokumen,
data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian
surat permintaan dokumen, data dan/ atau informasi
lainnya.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhifWajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal surat permintaan diterima Wayjib Pajak.

Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
Wajib Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat
meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak
dengan menyampaikan surat permintaan keterangan
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak terutang
tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi
dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 39

Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan keringanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala
Badan Pendapatan Daerah memberikan keputusan atas
permohonan keringanan, dalam jangka waktu paling
lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal surat
permohonan diterima.




(2)
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Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
dan Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak
rnemberikan keputusan, permohonan dianggap diterima
dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 40

Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam
bentuk fasilitas angsuran pembayaran Pajak terutang
atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf b, diatur sesuai denganjketentuan sebagai
berikut:

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat
keputusan persetujuan; dan

b. masa pengangsuran dimtlai” setelah tanggal jatuh
tempo atas surat ketétapan yang pembayarannya
dimintakan pengangsuran.

Dalam hal peffmehonan keringanan diberikan dalam

bentuk penundaan pembayaran Pajak terutang atau

Utang Pajdk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) huruf bjdiatur dengan ketentuan jangka waktu

penundaan pembayaran paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 41

Dalam 'hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan,
pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan
atau ) keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan
keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan
pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau
penundaan pembayaran tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib
melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(1)

(2)

Pasal 42

Dalam hal keputusan pengangsuran atau penundaan
pembayaran belum diterbitkan, kepada Wajib Pajak
dimaksud diterbitkan surat keputusan kelebihan
pembayaran atau pemberian imbalan bunga dengan
terlebih dahulu memperhitungkan utang Pajak.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak atau
pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk
melunasi utang Pajak, maka jumlah utang Pajak setelah
dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau
pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada

Y
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Pasal 43

Dalam hal permohonan mengangsur atau menunda
pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu keputusan,
dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat
keputusan kelebihan pembayaran imbalan bunga, maka
kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian imbalan
bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa

Utang Pajak yang belum diangsur atau ditunda

pembayarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak dan/atau

pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang

Pajak, maka besaran angsuran dan/ atau masa

angsuran dari sisa Utang Pajaky, ditetapkan kembali

dengan ketentuan:

a. besaran angsuran dan dendawadministratif setiap
masa angsuran tidak lebih dasi besarnya angsuran
dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam
surat keputusan sebelummnya; dan

b. masa angsuran paling lamma Sama dengan sisa masa
angsuran yang telah ditetapkan dalam surat
keputusan sebelumnya.

Dalam hal bésasnyay kelebihan pembayaran  Pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud{pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi
utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap harus
melunasi utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka
waktu penundaan.

Pasal 44

Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang

menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau
lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan
keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran
dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak
ditetapkan kembali dengan ketentuan:
a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap
angsuran disesuaikan; dan
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa
angsuran yang telah disetujui.
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang
menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau
lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan
keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap
wajib melunasi utang Pajak sesuai dengan jangka waktu
penundaan.

Pasal 45

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa
angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)

/1y
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dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah memberitahukan
kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai
perubahan saldo Utang Pajak serta permintaan
usulan perubahan pengangsuran;

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan
usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan

c. Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah
menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran
pembayaran Pajak berdasarkan usulan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama S (lima) hari
kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.

Dalam hal sampai dengan batas4qwaktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan

Pendapatan Daerah tidak menerimiamusulan perubahan

pengangsuran dari Wajib Pajak,3Bupati atau Kepala

Badan Pendapatan Daerah menerbitkan perubahan

keputusan pengangsuran “pembayaran Pajak secara

jabatan dengan ketentuant, 4

a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak dibagi
dengan sisa masa‘angsuran; dan

b. masa angsuf@meadalah sisa masa angsuran yang telah
disetujui.

Pasal 46

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar
0,6% f(nol koma enam persen) per bulan dari jumlah
Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau
peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan
terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan
pengurangan, pengangsuran atau penundaan
pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran
atau penundaan tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib
melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 47
Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat
memberikan memberikan pembebasan Pajak terutang

atas dasar permohonan Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

yal
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Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Pajak terutang
dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak
apabila terjadi force majeure.

Pasal 48

Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif;

d. diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratifisteétapi dicabut oleh
Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk %1 (satu) SKPDKB,
SKPDKBT;

f. permohonan harus diajitkafi secara tertulis dalam
bahasa indonesia; dan

g. surat permohonam ditanidatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam fiaksurat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Bajak, surat permohonan harus dilampiri
dengarfisurat kuasa.

Permohonan) pembebasan Pajak terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada

Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah, dengan

melampirkan:

a. fotoképi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

badokumen pendukung yang dapat menunjukkan
bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat
dibebaskan; dan

c. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan Badan Pendapatan daerah;

/A



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

- 34 -

b. tanggal terima surat oleh Badan Pendapatan daerah ,
dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos
atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Pasal 49

Kepala Badan Pendapatan Daerah  memeriksa
permohonan pembebasan Pajak terutang yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

Permohonan pembebasan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(I) dan ayat (2), dianggap bukan ‘ebagai permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembébasan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati dalam jangka waktu paling®lama 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
mengembalikan permohonas kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasar.

Dalam hal permohonan " pembebasan tidak dapat
dipertimbangkdfmsebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sépanjang‘memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 50

Dalam#angka memeriksa permohonan pembebasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Kepala
Badan Pendapatan Daerah dapat meminta dokumen,
data, dan/ atau informasi yang diperlukan melalui
penyampaian surat permintaan dokumen, data,
dan/atau informasi lainnya.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal surat permintaan diterima.

Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan
menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan
dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang
diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) hari
sejak surat diterima sebagaimana disebut dalam surat
permintaan keterangan tambahan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/

2
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atau keterangan yang ada atau yang diterima.
Pasal 51

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1), Bupati memberikan keputusan
atas permohonan pembebasan Pajak dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterimanya surat permohonan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pembebasan dianggap diterima dangyBupati menerbitkan
keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu™paliig lama 1 (satu)
bulan sejak berakhirnya jangkaywaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATACARA PEMBETULAN DAN REMBATALAN KETETAPAN

(1)

(2)

Ba@iang, N\
Tatacara Pembetulan
Pasal 52

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat
membetulkan SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB
/ STPD4yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
pencrapan ketentuan tertentu dalam  Peraturan
Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain kesalahan dalam penulisan:

. nama;

. alamat;

NOP;

. nomor surat ketetapan pajak;

tanggal jatuh tempo dan masa pajak; dan/atau

tahun pajak.

Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau
pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian
suatu bilangan.

Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan
penerapan sanksi administratif.

"m0 oD
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Pasal 53

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu)
ketetapan pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia
disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. permohonan disampaikan kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
apabila Wajib Pajak tidak bisa menandatangani surat
permohonan maka dapat dikuasakan dengan
melampirkan surat kuasa.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (1) disampaikan segara tertulis kepada

Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak dtamfotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

b. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembetulan “diajukan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejakgtanggal diterimanya surat

ketetapan pajak, Jecuali | apabila Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwayjangka waktu tidak dapat dipenuhi

karena keadaafididuarikekuasaannya.

Penyampaian peérmohonan pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayaty(2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memprosés surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) adalah:

antanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;

b. tanggal terima surat oleh Badan Pendapatan Daerah,
dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos
atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.

Pasal 54

Permohonan pembetulan yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat
(2) ditindaklanjuti dengan memeriksa permohonan Wajib
Pajak.

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat

par
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dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Badan Pendapatan Daerah harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 55

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan
Daerah  memberi keputusan atas  permohonan
pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permohenan pembetulan
diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dapat
berupa penambahan atau pengurangan jumlah pajak
yang terutang atau perbaikam kesalahan dan kekeliruan
atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal jangkag waktu ‘paling lama 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala Badan,Péndapatan Daerah tidak memberi
keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap
dikabulkafi, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah
menerbitkan{ keputusan pembetulan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak berakhirnya jangka waktu.

Pasal 56

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak
tentang kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1) dalam surat ketetapan pajak, maka
Kepala Badan Pendapatan Daerah membetulkan
kesalahan tersebut secara jabatan.

Apabila keputusan pembetulan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3)
masih terdapat kesalahan, maka Kepala Badan
Pendapatan Daerah dapat melakukan pembetulan atas
permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Bagian Kedua
Tatacara Pembatalan

Pasal 57

Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat
membatalkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD
Pajak Air Tanah yang tidak benar atau seharusnya tidak
diterbitkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya.

pat
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Pasal 58

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 harus memenuhi persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/
penghapusan sanksi administratif;

d. diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh
Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajak;

f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia; dan

g. surat permohonan ditandatangami oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak, dilampiri‘defigan.Surat Kuasa.

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 disampaikan secara tertulis kepada Kepala

Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa
surat ketetdpam,,Pajaktidak benar atau seharusnya
tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan; dan

c. dokumeén pendukung lainnya.

Permohonan®, pembatalan diajukan paling lama 10

(sepuluh) haripkerja sejak tanggal diterimanya surat

ketetapan  pajak, kecuali Wajib Pajak dapat

meranjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi
karena k€adaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan Badan Pendaptan Daerah;

b. tanggal terima surat oleh Badan Pendapatan Daerah,
dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos
atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi
perpajakan daerah.
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Pasal 59

Kepala  Badan Pendapatan Daerah  memeriksa
permohonan pembatalan Wajib Pajak yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2).

Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat
permohonan sehingga tidak di pertimbangkan.

Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Badan Pendapatan Daerah harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasar.

Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenuhi per§yaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dam ayat (2).

Pasal 60

Kepala Badan Pendapatan Daerah  dapat meminta
dokumen, datd’™dan/ “atau informasi yang diperlukan
kepada Wajib "Rajak dengan menyampaikan surat
permintaafy, untuk pemeriksaan permohonan pembatalan
sebagaimanajdimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.
KepalajBadan Pendapatan Daerah  dapat meminta
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan
menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan
untuk pemeriksaan permohonan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Wajib Pajak harus memberikan keterangan tambahan
yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pembatalan tetap diproses
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau
keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 61

Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan
keputusan atas permohonan pembatalan dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pembatalan diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
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Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi
keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala
Badan Pendapatan Daerah menerbitkan  surat
keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib
Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 62

Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan, maka
pejabat yang ditunjuk:

a.

membatalkan surat ketetapan BPHTB yang lama dengan
menerbitkan surat ketetapan BPHTB yang baru yang telah
mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak
BPHTB yang lama;

memberikan tanda silang pada suratiketetapan BPHTB
yang lama dan selanjutnya dibefimeatatan/keterangan
bahwa surat ketetapan BPHTB “DIBATALKAN”, serta
dibubuhi paraf dan nama pejabat yang'bersangkutan; dan

memerintahkan kepada wajiby, BPHTB untuk melakukan
pembayaran paling lambat) 7 (tdjuh) hari kerja setelah
diterima surat ketetapan BPHTB yang baru.

TATACARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

(1)

(2)

(3)

Pasal 63

Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi
adminisfratif, denda dan/atau kenaikan BPHTB yang
terutang atas permohonan wajib BPHTB karena
kekhilafan wajib BPHTB atau bukan karena
kesalahannya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif,

denda dan/atau kenaikan BPHTB yang terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
terhadap:

a. sanksi  administratif dan/atau denda yang
disebabkan karena keterlambatan pembayaran
SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB; dan

b. sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan pajak
dalam SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB.

Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan/atau denda disebabkan keterlambatan

pembayaran SKPDKB atau SKPDKBT BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan
ketentuan:

}
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a. wajib BPHTB mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPDKB atau
SKPDKBT BPHTB diterima, kecuali jika wajib BPHTB
dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a mencantumkan alasan yang jelas serta
pernyataan kekhilafan wajib BPHTB atau bukan
karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang
telah diisi dan ditandatangani wajib BPHTB;

c. Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan
verifikasi terhadap berkas permohonan wajib BPHTB;

d. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Badan
Pendapatan Daerah mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratif akibat
keterlambatan pembayaran denagan cara menuliskan
catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD
BPHTB bahwa sanksi™tersebut dikurangkan atau
dihapuskan;

e. Wajib melakukan pembayaran BPHTB dalam waktu
1x24 (satu kali dua"” puluh empat jam) sejak
disetujuinya pesmohonan; dan

f. terhadap permohonan yang ditolak Kepala Badan
Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk
dapat:

1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana
pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut
dikenakan sebesar 1% (satu persen) per bulan
untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan
nama jelas; dan

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi
tersebut.

Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif,

denda dan/atau kenaikan BPHTB dalam surat ketetapan

pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan sebagai berikut:

a. wajib BPHTB mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak surat ketetapan
pajak BPHTB diterima oleh wajib BPHTB, kecuali jika
wajib BPHTB dapat membuktikan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya; dan

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a mencantumkan alasan yang jelas serta
melampirkan:

1. surat pernyataan wajib BPHTB atau bukan karena
kesalahannya; dan

2. SKPD BPHTB yang menetapkan adanya kenaikan
BPHTB terutang.

'}
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Ketentuan mengenai surat pernyataan wajib BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian
administrasi atas kebenaran dan alasan terhadap surat
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan/atau denda yang diajukan oleh wajib
BPHTB.

Penelitian administrasi terhadap pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan/atau denda
karena jabatan, dilakukan sesuai permintaan Kepala
Badan Pendapatan Daerah.

Dalam hal permohonan penguranganiatau penghapusan
sanksi administratif dan/atau, dénda)yang diajukan
memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih
mendalam, dengan mengadakan rapat koordinasi untuk
mendapat masukan ‘ddhn, pertimbangan, hasilnya
dituangkan dalam laporag’ hasil rapat pembahasan
permohonan pengurangan ‘atau penghapusan sanksi.
Setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada™ayaty(l) Badan Pendapatan Daerah
membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan
sanksi adfhinistratifuntuk mendapat persetujuan Kepala
Badan Pendapatan Daerah.

Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disetujui, pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif, denda dan/atau kenaikan BPHTB atau
STPD wyang telah diterbitkan.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif,
denda dan/atau kenaikan BPHTB dilakukan dengan
menerbitkan surat keputusan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif, denda dan/atau
kenaikan BPHTB sebagai pengganti surat ketetapan
BPHTB atau STPD semula, yang ditandatangani oleh
Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang
ditunjuk.

Wajib BPHTB melakukan pembayaran paling lambat 7
(tujuh) hari setelah menerima surat keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB V

TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

(1)

(2)

Pasal 65

Wajib BPHTB dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran
pajak.

Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya
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kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada

bank penerima yang ditunjuk berdasarkan:

a. perhitungan dari wajib BPHTB;

b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan
pembetulan, pembatalan dan pengurangan
ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif;

c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
dan

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan,
dan/atau pembebasan pajak berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Permohonan wajib BPHTB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam)

bulan sejak diketahuinya kelebihan pembayaran BPHTB.

Dalam surat permohonan wajib BPHTB, harus

melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. nama dan alamat wajib BPHTB?

b. NPWPD;

c. besarnya kelebihan pembayaran BPHTB; dan

d. alasan yang jelas.

Penyampaian permohonan #perngembalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos@tawjasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Bupati ddlam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan, sejak, diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) telahfdilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran

pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau

lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang

Pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati

memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma
enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran pajak.
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BAB VIII

PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN

(1)

(1)

(2)

Pasal 66

Badan Pendapatan Daerah wajib menerima pengaduan,
saran dan masukan atas pelayanan BPHTB dari
masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disampaikan melalui :

a. kotak saran/kotak pengaduan; dan

b. media teknologi informasi dan komunikasi.

Tatacara  penerimaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam, standar operasional
prosedur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai™stanidar operasional
prosedur sebagaimana dimaksudypada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IX
SOSIALISASI DAN EDUKASI

PaSahei

Badan PefidapataniyDaerah dapat melakukan sosialisasi
dan edukasi, BPHTB kepada masyarakat dan Wajib
Pajak.

Bentuk sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud
padayayatl) dapat berupa :

penyuluhan;

seminar;

sosialisasi; dan

penyebaran informasi melalui media elektronik
maupun media cetak.

oo

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tatacara Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 75) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI OGAN ILIR,
dto
PANCA WI AR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal > Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

MUHSIN \

BERITA DAERAH UPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslmya
KEPALA BAGIAN H
SETDA KABUPATEN

IMTIHAN .Si
Pembina T1ngkat I/ (IV/Db)
NIP. 19750217 200801 2 001




